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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

          Kuliah Kerja Magang (KKM) adalah aktivitas pembelajaran yang 

memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa mengenai  

kegiatan riil di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sehingga mahasiswa 

memilik kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

bidang keahliannya. Praktik kuliah kerja magang ini dilaksanakan agar 

mahasiswa memiliki pengalaman praktis dan sesuai dengan bidang 

keahliannya untuk meningkatkan kompetensi keilmuan dan memberikan 

pengalaman pemecahkan masalah yang ada di dunia kerja. Laporan Kuliah 

Kerja Magang ini hanya berfokus pada program studi Akuntansi yang sangat 

berperan penting pada instansi tempat magang, yaitu Kantor Kecamatan 

Sumobito. 

Kantor Kecamatan Sumobito merupakan unsur pelaksana pemerintahan di 

bidang Otonomi Daerah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana 

dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana 

urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi. 

Dalam melaksanakan kegiatan operasi, Kantor Kecamatan Sumobito tidak 

lepas dari berbagai transaksi pemasukan dan pengeluaran. Jika uang 

persediaan telah digunakan bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP- 

GU (Ganti Uang Persediaan) untuk permintaan pengganti uang persediaan 

yang tidak dapat dilakukan pembayaran secara langsung. 
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1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang 

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan softskill (kemampuan dalam berkomunikasi, meningkatkan 

rasa percaya diri, memperbaiki sikap dan perilaku ). 

2. Dapat mengenal dan mengoperasikan berbagai peralatan-peralatan yang 

digunakan perusahaan, instansi maupun perkantoran dalam menjalankan 

aktivitas kerja yang sesungguhnya 

3. Menerapkan teori yang  diterima pada pendidikan formal dengan praktik 

secara nyata yang dilakukan saat magang. 

4. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab saat melaksanakan tugas-tugas 

yang diberikan. 

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang 

1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa memperoleh gambaran tentang bagaimana melakukan 

prosedur belanja anggaran. Sehingga mahasiswa dapat meningkatkan 

pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di lapangan kerja mengenai 

dunia kerja sesuai dengan bidangnya. 

1.3.2 Manfaat Bagi Instansi  

Adanya kerja sama antara dunia pendidikan dengan Instansi 

pemerintahan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang 

berwawasan akademik dari kuliah kerja magang , Instansi tersebut dapat 

melihat tenaga kerja yang potensial dikalangan mahasiswa sehingga 

apabila suatu saat membutuhkan karyawan bisa merekrut mahasiswa 

tersebut. 

1.3.3 Manfaat Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang 

Terjalinnya kerjasama bilateral antara STIE PGRI Dewantara 

Jombang dengan instansi pemerintahan. STIE PGRI Dewantara 

Jombang agar dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui 

pengalaman kuliah kerja magang.  
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1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang 

Tempat Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang dilaksanakan di : 

Nama Tempat KKM : Kantor Kecamatan Sumobito 

Alamat Tempat Magang : Jl. Basuki Rahmat No. 3 Sumobito 

Tahun Berdiri : 1870 

Email : Sumobito@jombangkab.go.id 

No. Telepon : (0321) 495025 

 

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) di Kantor Kecamatan Sumobito 

dilaksanakan selama 30 hari kerja pada tanggal 10 juli 2023 – 10 agustus 2023. 

Kegiatan Kuliah Kerja Magang dilakukan mengikuti jam kerja Kantor 

Kecamatan Sumobito. 

Adapun tahapan-tahapan dari setiap kegiatan tersebut dapat dirincikan  

sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahapan ini, mahasiswa mencari informasi mengenai lembaga 

yang mau menerima KKM, baik instansi pemerintahan maupun instansi 

swasta. Tahapan ini dimulai sejak 24 Mei – 30 Juni 2023.  

Setelah mahasiswa menemukan tempat magang yang sesuai, 

kemudian membuat surat permohonan ke tempat magang yang telah 

disetujui oleh Ketua Prodi Akuntansi dan Ketua STIE PGRI Dewantara 

Jombang. Setelah mendapat persetujuan mahasiswa menyerahkan surat 

permohonan dan proposal magang kepada Kantor Kecamatan Sumobito. 

Pada tanggal 26 Juli 2023, mahasiswa memperoleh persetujuan KKM 

melalui email pribadi yang dicantumkan pada surat permohonan magang.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Adapun jadwal kerja di Kecamatan Sumobito yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

mailto:kkp.priscaarumlimantoro@gmail.com
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Tabel. 1.1 Jadwal Kerja Kantor Kecamatan Sumobito 

Hari Jam Kerja Istirahat 

Senin - kamis 07.30 - 15.30 WIB. 12.00 - 13.00 WIB. 

Jumat 07.30 - 14.30 WIB. 11.00 - 13.00 WIB. 

Sabtu - Minggu - Libur 

 

3. Tahap Pelaporan 

Penulisan laporan ini dimulai setelah berakhirnya KKM. Penulisan 

laporan dimulai dengan mencari informasi dan data-data yang dibutuhkan 

dalam menyusunan laporan KKM ini, selanjutnya data-data tersebut diolah 

untuk dijadikan laporan KKM. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG 

 

2.1 Sejarah Kantor Kecamatan Sumobito 

          Sejarah berdirinya Kantor Camat Sumobito, pada masa Pemerintah Belanda   

bernama Onderan pada tahun 1870 bertempat di Desa Jogoloyo dan pada tahun 1880 

Kantor Onderan Sumobito dipindah ke Desa Sumobito yang dipimpin oleh seorang 

Camat bernama Onggo Widjojo, pada masa itu “Camat” masih disebut “Asistene 

Wedono”. Sejak tanggal 07 Maret 1942 Onderan Sumobito beralih di bawah 

Pemerintahan Jepang sampai Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, dan 

kembali di bawah Pemerintahan Indonesia sejak tahun 1946. Tanggal 14 Februari 

1947 mulailah Agresi Pemerintah Belanda, Onderan Sumobito dipindah ke Desa 

Segodorejo pada bulan Maret 1947, mulai tanggal 20 Februari 1949 Onderan 

Sumobito dipimpin kembali oleh Pemerintah Belanda, tahun 1952 Onderan 

Sumobito yang bertempat di Desa Segodorejo dipindah ke Desa Sumobito sampai 

sekarang. 

Dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 5 tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan di Daerah, di mana “Setiap wilayah dipimpin oleh seorang 

Kepala Wilayah”1, untuk wilayah Kecamatan Sumobito berpusat pada Kantor 

Kecamatan Sumobito yang dipimpin oleh Camat. Kepala wilayah sebagai wakil 

pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya 

dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan 

membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Dalam rangka menyesuaikan 

peran Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat sesuai pasal 66 dan 67 

Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 

84 tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 14 tahun 2000 tentang 

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten 

Jombang, sebelumnya bernama Kantor Kecamatan Sumobito diubah menjadi 

Kantor Camat Sumobito, dan Camat tidak lagi menjadi Kepala Wilayah melainkan 

sebagi Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati 

Jombang, dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

peningkatan pelayanan umum. 
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2.2 Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sumobito 

2.2.1 Visi Kantor Kecamatan Sumobito 

“ Bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing” 

2.2.2 Misi Kantor Kecamatan Sumobito 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional 

2. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, religious dan berbudaya. 

3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, potensi 

unggulan local dan industri. 

 

2.3 Struktur Kantor Kecamatan Sumobito 

    Didalam sebuah instansi pemerintahan/sawasta struktur organisasi mempunyai 

arti yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi Kantor 

Kecamatan Sumobito disusun sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku, 

pada intinya menjelaskan segala fungsi, kewajiban dan tanggung jawab dari masing-

masing bagian yang ditempati. Berikut ini struktur organisasi Kantor Kecamatan 

Sumobito : 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sumobito 

 

2.4 Tugas dan Wewenang 

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung kepada Camat. Masing-masing Kasi 

berkeduduukan dan bertanggung jawab kepada Camat. Sub Bagian yang 

berekedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat. 

 

CAMAT 

KASUBBAG KEUANGAN 

SUNGRAM DAN EVALUASI 

 

KASUBBAG UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

SEKRETARIAS CAMAT 

KASI KETENTRAMAN 

DAN KETERTIBAN 

UMUM 

KASI PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

KASI SOSIAL DAN 

BUDAYA 

KASI TATA 

PEMERINTAHAN 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
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Untuk dapat mencapai tujuannya, Kantor Camat Kecamatan Sumobito dalam 

kegiatan operasionalnya dipimpin oleh seorang Camat. Adapun tugas dan 

wewanang sebagi berikut: 

1. Camat 

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang 

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- 

undangan 

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum 

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan 
 

2. Sekretaris Camat 

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, 

penyusun Perencanaan, pengolahan administrasi keuangan dan kepegawaian. 

a. Penyelanggaraan pengelolahan administrasi perkantoran, administrasi 

keuangan dan administrasi kepegawaian 

b. Penyelanggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan 

hubungan Masyarakat 

c. Penyelanggaraan ketata laksanaan, kearsipan dan perpustakan 

d. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksaan Kegiatan unit kerja 

 

Sekretaris Kecamatan, membawahi: 

a. Kasubbag Penyusunan Program, Umum, dan Kepagawaian 

a. Pengelolaan persuratan dan kearsipan. 

b. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan. 

c. Pengelolaan dokumentasi dan informasi. 
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d. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan 

pegawai. 

e. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha 

kepegawaian. 

f. Menyusunan program, perencanaan dan pelaporan kegiatan sesuai 

ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas. 

g. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan 

program untuk kelancaran tugas unit. 

h. Membagi tugas administrasi penyusunan program, perencanaan dan 

pelaporan kepada bawahan sesuai job untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas.    

a. Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan 

              Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan  yang 

meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta 

laporan keuangan. 

b. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi 

keuangan, perlengkapan dan peralatan kantor. 

c. Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) 

untuk diproses lebih lanjut. 

d. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan. 

 

Pada pemerintahan kantor Kecamatan Sumobito memiliki seksi yang bertanggung 

jawab kepada Camat Sumobito, yaitu sebagai berikut: 

1. Seksi Pemerintahan 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas : 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan. 

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan. 

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan 

bidang pemerintahan. 

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.  

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

 Seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas : 
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a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan. 

b. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kevamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja 

pemerintah maupun swasta. 

c. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah 

kecamatan kepada camat dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat 

daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. 

3. Seksi Sosial Budaya 

Seksi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas : 

a. Melakukan pengumpulan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis 

pembinaan dibidang agama, termasuk urusan haji, serta pendidikan dan 

kesehatan di kecamatan. 

b. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis pembinaan dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan. 

c. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis pembinaan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana di kecamatan. 

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

 Seksi                         ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas : 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan   teknis bidang ketentraman 

dan  ketertiban umum. 

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban. 

c. Penyiapan bahan    pembinaan,    koordinasi    dan    fasilitasi pelaksanaan 

kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. 

 

2.5 Ruang Lingkup Kegiatan Kantor Kecamatan Sumobito 

      Kantor Kecamatan Sumobito mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian 
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urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Untuk 

melaksanakan tugas Kantor Kecamatan Sumobito mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 

untuk menagani sebagaian urusan otonomi daerah 

b. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

c. Pelaksanaan koordinasi supaya penyelenggaraan ketentrama dan               ketertiban 

umum. 

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum. 

e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat 

kecamatan. 

f. Pelaksanaan   pelayanan   masyarakat yang menjadi ruang lingkup                          tugasnya. 

g. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan.
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BAB III 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG 

 

3.1 Pelaksanaan Kuliah Kerja Magang 

Kegiatan  Kuliah  Kerja  Magang  (KKM)  yang  dilaksanakan  di  Kantor 

Kecamatan Sumobito. Mahasiswa magang ditempatkan pada bagian Keuangan 

dan ditugaskan untuk melakukan Prosedur Belanja Anggaran. 

 

3.2 Hasil Pengamatan di Tempat Magang 

      Selama hasil pengamatan kegiatan KKM yang telah saya    laksanakan di 

Kantor kecamatan Sumobito selama 1 bulan di bidang sekretariat bagian 

keuangan serta di bidang-bidang lainnya. Ada beberapa masalah yang 

dihadapi : 

1. Tidak ada buku kendali dikarenakan tidak ada staf pembantu 

bendahara 

2. Bidang-bidang sering terlambat dan mendadak dalam 

mengajukan SPJ 

 

3.3 Landasan Teori 

3.3.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan 

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan 

dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan 

pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang 

ditimbulkannya. Irawan, dkk. (2014:9) Menyatakan Akuntansi adalah 

proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta 

penginterpretasian atas hasilnya.  

Wiratna (2015:18) Menyatakan Akuntansi pemerintahan adalah 

sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif 

terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna mengambil 
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keputusan ekonomi yang nalar dari pihak pihak berkepentingan atas 

berbagai altenatif tindakan. 

3.3.2 Jenis Belanja Daerah 

               Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode 

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh pemerintah (PP No 71 th 2010). Belanja adalah kewajiban 

pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih 

(Permendagri 13/2006). Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019, klasifikasi belanja daerah terdiri atas: 

1. Belanja Operasi 

   Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi 

manfaat jangka pendek. 

2. Belanja Modal 

   Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk 

perolehan asset tetap dan asset lainnya yeng memberi 

manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. 

3. Belanja Tidak Terduga 

   Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas 

beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan 

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

4. Belanja Transfer 

   Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya kepada 

pemerintah desa. 

5. Belanja Tidak Langsung 

   Hasyim (2009) Menyatakan Belanja Tidak Langsung yaitu 

belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya 

program atau kegiatan. Jenis Belanja Tidak Langsung dapat 

berupa Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang/Jasa. 
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Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas. 

6. Belanja Langsung 

   Gahung (2013:27) menjelaskan belanja langsung adalah 

belanja yang penyelengaraannya dipengaruhi secara langsung 

oleh adanya program atau kegiatan. Selanjutnya Belanja 

langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja 

langsung adalah  belanja yang terkait secara langsung dengan 

kegiatan (Aktivitas), Mahmudi (2010:16). 

3.3.3 Sistem dan Mekanisme Pengeluaran Kas 

               Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas berdasarkan Pergub Nomor 

68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Daerah terdiri 

dari empat sub sistem yaitu: 

a. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Uang Persediaan (UP) 

    Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Uang Persediaan (UP) 

adalah prosedur yang digunakan dalam rangka mengisi uang 

persediaan di bendahara pengeluaran yang dilaksanakan pada saat 

pertama kali APBD dilaksanakan. Uang persediaan diberikan sekali 

dalam setahun digunakan untuk keperluan sehari-hari yang harus 

dipertanggung jawabkan oleh Bendahara. Besarnya ketentuan untuk 

UP yaitu setinggi-tingginya seperduabelas dari pagu anggaran 

setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan pegawai dan belanja 

yang akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme LS. 

b. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Ganti Uang (GU) 

   Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Ganti Uang (GU) adalah 

prosedur yang digunakan dalam rangka mengisi kembali uang 

persediaan di bendahara pengeluaran dan sekaligus dalam rangka 

mengesahkan penggunaan uang persediaan. Pada saat uang 

persediaan telah terpakai paling sedikit 60%, bendahara 

pengeluaran dapat mengajukan SPP GU kepada pengguna 

anggaran 45 melalui PPK SKPD dalam rangka ganti uang 
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persediaan dengan besaran sejumlah LPJ UP penggunaan uang 

persediaan yang telah disahkan. 

c. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Tambahan Uang (TU) 

   Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Tambahan Uang (TU) 

adalah prosedur yang digunakan apabila terdapat kebutuhan belanja 

yang sifatnya mendesak atau kegiatan sesuai jadwal harus segera 

dilaksanakan dan uang persediaan tidak mencukupi. Dalam hal ini 

bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dapat 

mengajukan SPP TU. Batas jumlah pengajuan SPP TU harus 

mendapat persetujuan dari Kepala Biro Keuangan (PPKD) dengan 

memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah 

dana yang dimintakan dalam SPP TU ini harus 

dipertanggungjawabkan tersendiri melalui SPP TU Nihil dan bila 

tidak habis, harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum 

Daerah. 

d. Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Langsung (LS). 

   Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Langsung (LS) adalah 

prosedur yang digunakan dalam rangka melakukan pembayaran 

langsung pada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak atau surat 

kerja perintah lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, 

penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu. SPP LS 

belanja barang dan jasa untuk 

kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak 

ketiga  dikelola oleh bendahara pengeluaran. 

3.3.4 Dokumen – Dokumen Yang Digunakan Dalam Sistem Pengeluaran 

Kas UP/GU/TU/LS 

       1. Surat Penyediaan Dana (SPD) Surat Penyediaan Dana adalah 

dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 

kegiatan sebagai dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

2.  Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dokumen yang diterbitkan 

oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 
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kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan 

pembayaran. 

SPP-LS kepada pihak ketiga digunakan untuk pembayaran antara lain: 

a) Hibah berupa uang 

b) Bantuan sosial berupa uang 

c) Bantuan keuangan 

d) Subsidi 

e) Bagi hasil 

f) Belanja tidak terduga untuk pengembalian

kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran 

sebelumnya 

g) Pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, 

dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK. 

Pengajuan permintaan pembayaran LS dibagi menjadi 3, antara lain : 

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan 

Tunjangan 

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan 

Barang dan Jasa 

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak 

Ketiga  lainnya 

3. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah 

dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain 

yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.  

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan 

dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan 

Surat Perintah Membayar (SPM). 

5. Surat Pertanggungjawaban adalah bukti surat yang berkaitan dengan 

kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan 

keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan 
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khusus. 

6. Nota Permintaan Dana (NPD) Nota Permintaan Dana (NPD) adalah 

nota yang digunakan untuk mencairkan dana melalui bendahara 

pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Pada mekanisme 

ini tidak terdapat surat pertanggungjawaban (SPJ), tetapi hanya 

menunjukkan nota atau kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban. 

3.3.5 Surat Pertanggungjawaban GU, TU, LS 

1. Surat Pertanggungjawaban Ganti Uang (SPJ-GU) 

sendiri bukti surat yang berkaitan dengan 

kelengkapan administrasi pertanggungjawaban 

penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi 

kegiatan yang bersifat  teknis dan khusus agar uang 

persediaan mendapat ganti. 

2. SPJ-TU adalah dokumen pertanggungjawaban 

penata usahaan keuangan yang dibuat oleh PPTK 

untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu 

bulan yang nilainya melebihi pagu uang persediaan 

(UP) yang telah ditetapkan. 

3. Surat PertanggungJawaban Langsung (SPJ-LS) 

adalah Sebuah dokumen pertanggungjawaban per 

kegiatan yang diterbitkan oleh PPTK untuk 

pengajuan pembayaran langsung dari rekening kas 

umum daerah kepada pihak ketiga atas penyerahan 

barang/jasa. 

3.3.6 Prosedur Pengajuan SPJ GU, TU, LS 

3.3.6.1 Proses Pengajuan SPJ - GU 

1. PPTK mengusulkan pertanggung jawaban belanja kegiatan 

yang telah di belanjakan 

2. Bendahara pengeluaran memverifikasi dokumen 

kelengkapan SPJ Belanja dan penginputan SPJ belanja 

kedalam aplikasi SIPD, pembuatan SPP, SPM dan SPTJM 
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3. Verifikasi SPP SPM dan SPTJM oleh PPK-SKPD 

4. Penandatanganan dan pengesahan SPP dan SPM oleh 

Pengguna Anggaran 

5. Mengantar SPP dan SPM GU ISI untuk diverifikasi BPKAD 

6. Pencairan Dana Uang Persediaan Ke Bank Jatim. 

3.3.6.2 Proses Pengajuan SPJ - TU 

1. PPTK mengajukan Daftar Rincian Belanja TU kepada 

Bendahara Pengeluaran 

2.  Bendahara Pengeluaran memeriksa pagu anggaran kas 

untuk memeriksa kecukupan anggaran kegiatan tersebut 

3. PPTK mengajukan TU melalui SIPD 

4. PA memeriksa Daftar Rincian Belanja TU yang diajukan 

PPTK, lalu menyetujui pengajuan TU 

5. BUD mengotorisasi pengajuan TU SKPD 

6. Bendahara pengeluaran membuat SPP TU sesuai dengan 

Daftar Rincian Belanja TU 

7. Bendahara Pengeluaran mengajukan otorisasi SPP TU 

kepada PA 

8. Apabila disetujui maka PA membuat SPTJM SPP (Surat 

Pernyataan Tanggungjawab mutlak), kalau tidak maka 

dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan 

SPP GU kembali 

9. Kemudian PPK-SKPD memverifikasi SPP melalui SIPD 

dengan memeriksa kembali kelengkapan filenya 

10. Apabila SPP melebihi pagu anggaran maka dikembalikan 

ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPP yang baru, 

kalau SPP sudah sesuai maka PPK-SKPD membuat SPM 

11. SPM dan lembar Verifikasi SPP dicetak dan diotorisasi oleh 

PA 

12. PA memberi otorisasi dan membuat SPTJM SPM 
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13. Berkas SPJ TU diajukan ke Bendahara Umum Daerah 

(BUD). 

3.3.6.3 Proses Pengajuan SPJ - LS 

1. SPJ kegiatan yang sudah di otorisasi oleh pengguna 

anggaran (PA) diajukan ke bendahara pengeluaran. 

2. SPJ diperiksa kelengkapannya oleh bendahara 

pengeluaran, apabila disetujui maka dibuatkan SPP di SIPD 

3. Bendahara pengeluaran mengajukan otorisasi SPP GU 

kepada PA 

4. Apabila disetujui maka PA membuat SPTJM SPP (Surat 

Pernyataan Tanggungjawab Mutlak), kalau tidak maka 

dikembalikan ke bendahara pengeluaran untuk dibuatkan 

SPP GU Kembali 

5. Kemudian PPK-SKPD memverifikasi SPP melalui SIPD 

dengan memeriksa Kembali kelengkapan filenya 

6. Apabila SPP melebihi pagu anggaran maka dikembalikan 

ke Bendahara pengeluaran untuk dibuatkan SPP yang 

baru,kalua SPP sudah sesuai maka PPK-SKPD membuat 

SPM 

7. SPM dan lembar verifikasi SPP dicetak dan diotorisasi oleh 

PA 

8. PA memberi otorisasi dan membuat SPTJM SPM 

9. Berkas SPJ LS diajukan ke Bendahara Umum Daerah 

(BUMD).            
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SOP Pengajuan SPJ GU, TU, LS 
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PENGESAHAN LPJ VERIFIKASI LPJ PEMBUATAN LPJ PENGESAHAN SPJ VERIFIKASI SPJ PEMBUATAN SPJ 
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3.4 Usulan Pemecahan Masalah 

1. Bidang-bidang sering terlambat dan mendadak dalam mengajukan SPJ 

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, bidang-bidang sering 

terlambat dan terlalu mendadak dalam mengajukan SPJ dikarenakan 

pegawai sibuk dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Maka 

dari itu disetiap bidang diperlukannya pegawai yang khusus menangani 

pengurusan SPJ dan menyusun laporan lebih awal lagi agar tidak 

terlambat dan mendadak dalam mengajukan SPJ. 

2. Tidak ada buku kendali dikarenakan tidak ada staf pembantu bendahara 

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, diperlukan buku kendali 

serta pegawai sebagai pembantu bendahara untuk mencatat SPJ pada       buku 

kendali, agar dalam masalah SPJ berikutnya dapat teratasi. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan  

    Dari hasil KKM (Kuliah Kerja Magang) yang dilaksanakan di Kecamatan 

Sumobito bahwa prosedur anggaran belanja dan tinjauan realisasi yang         

telah dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa penerapan prosedur 

anggaran belanja, sangatlah penting dan berkontribusi sangat besar untuk 

memenuhi kegiatan kerja di dalam kantor kecamatan sumobito dalam 

membangun dan menata daerah agar tetap aman dan sejahtera bagi 

masyarakatnya, begitu pula kegiatan yang lain dapat dilihat dari 

terbentukknya organisasi-organisasi yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam sektor pelayanan secara langsung kedalam desa desa 

melalui sosialisasi yang selalu dilaksanakan sesuai jadwal yang ada. 

 

4.2 Saran 

       Berdasarkan beberapa pengamatan mengenai beberapa masalah yang 

terjadi selama pelaksanaan magang, ke depannya supaya Kantor Kecamatan 

Sumobito dapat memperbaiki sistem pengurusan SPJ, mulai dari alur atau 

prosesnya sampai dengan siapa yang bertugas harus ditetapkan dengan jelas 

agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan, komunikasi dan 

koordinasi juga sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. serta 

pengetahuan yang selama ini tidak didapatkan di bangku perkuliahan, serta 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan pada pengerjaan tugas yang 

diberikan akan cepat selesai
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4.2 Refleksi Diri 

1) Relevansi 

 Kuliah Kerja Magang merupakan suatu wadah bagi mahasiswa untuk dapat 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat didalam kelas selama perkuliahan. 

Sebagai mahasiswa akuntansi yang telah mendapatkan berbagai teori terkait 

sangat membantu mahasiswa dalam kegiatan magang, dan tentunya 

melakukan Kuliah Kerja Magang (KKM) di Kantor Kecamatan Sumobito 

dapat menjadi tempat untuk pengaplikasian teori – teori yang telah  didapat 

selama di dalam bangku perkuliahan. 

2) Pengalaman 

Dengan adanya Kuliah Kerja Magang mahasiswa dapat mempelajari 

banyak hal baru yang tidak didapat pada masa perkuliahan mulai dari 

kecepatan bekerja, profesionalisme dalam pekerjaan, rasa kekeluargaan 

dalam lingkungan kerja, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Mahasiswa juga 

mendapatkan banyak pengetahuan tentang apa saja yang ditangani oleh 

Kantor Kecamatan Sumobito. 

3) Manfaat yang diperoleh 

Kuliah Kerja Magang merupakan kegiatan yang sangat berguna dan 

memberikan manfaat kepada mahasiswa antara lain mahasiswa dapat 

mengetahui tentang prosedur belanja anggaran, memberikan wawasan 

tentang dunia kerja sehingga dapat mempersiapkan diri sebelum terjun 

langsung kedunia kerja, dan memberikan ilmu yang tidak dipelajari di 

dalam bangku perkuliahan 

4) Kunci Sukses 

Kunci sukses kunci dalam bekerja yaitu : tidak malu bertanya ketika 

mengalami kesulitan saling bekerja sama secara tim, bekerja dengan penuh 

tanggung jawab dan professional, saling menghormati dan menghargai 

antar sesama anggota di tempat kerja atau orang yang lebih tua, 

menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat dengan musyawarah. 

5) Tindak Lanjut 

Setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan magang, diharapkan dapat
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Mengembangkan atau meningkatkan kualitas kemampuan diri seperti 

keterampilan dalam berkomunikasi, memiliki wawasan yang lebih luas 

mengenai dunia kerja, dan dapat merencanakan karier yang akan dicapai 

setelah lulus nantinya. Selain itu dengan melaksanakan Kuliah Kerja 

Magang mahasiswa mampu melihat gambaran kehidupan nyata suatu 

pekerjaan sehingga nantinya terbiasa dengan tekanan yang diberikan ketika 

bekerja.
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